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Abstract. This study aims to analyze the impact of the mandatory halal certification policy on improving the 

competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Jakarta area. This study was conducted 

using a qualitative approach through a literature review of various scientific publications relevant to the topic. 

The scope of the study includes regulatory aspects related to halal certification, the level of readiness of MSMEs 

to meet the established requirements, and its impact on market accessibility and consumer trust. The findings of 

this study indicate that the implementation of mandatory halal certification has positively contributed to 

strengthening product image, expanding the market, and increasing the added value of MSME products, 

particularly those operating in the food, beverage, and cosmetics sectors. Halal certification not only provides 

assurance for Muslim consumers but can also be attractive to international markets that require similar 

standards. This indirectly encourages MSMEs to improve the quality of their production and business governance. 

However, the implementation of this policy still faces several obstacles. Some MSMEs do not yet understand the 

urgency and benefits of halal certification. Furthermore, the lack of tangible consequences for businesses that 

have not yet obtained certification leads to low compliance. High certification costs and complicated 

administrative procedures are also major obstacles, particularly for MSMEs with limited resources. Based on the 

analysis, it can be concluded that the mandatory halal certification policy has significant potential to boost MSME 

competitiveness, all supported by a sustainable training strategy, adequate technical assistance, digitalization of 

the certification process, and affirmative action policies that favor the small and micro business sector. Therefore, 

synergy between the government, certification bodies, and MSMEs is key to optimizing the implementation of this 

policy. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan sertifikasi halal wajib terhadap 

peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Jakarta. Studi ini dilaksanakan 

menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur terhadap berbagai publikasi ilmiah yang relevan 

dengan topik bahasan. Cakupan kajian meliputi aspek regulatif terkait sertifikasi halal, tingkat kesiapan pelaku 

UMKM dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta dampaknya terhadap aksesibilitas pasar dan tingkat 

kepercayaan konsumen. Temuan dalam kajian ini mengindikasikan bahwa penerapan sertifikasi halal secara wajib 

memberikan kontribusi positif terhadap penguatan citra produk, ekspansi pasar, serta peningkatan nilai tambah 

produk-produk UMKM, khususnya yang bergerak dalam sektor makanan, minuman, dan kosmetik. Sertifikasi 

halal tidak hanya menjadi jaminan mutu bagi konsumen Muslim, tetapi juga dapat menjadi daya tarik bagi pasar 

internasional yang mensyaratkan standar serupa. Hal ini secara tidak langsung mendorong UMKM untuk 

meningkatkan kualitas produksi dan tata kelola usahanya. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih 

menghadapi sejumlah kendala. Beberapa UMKM belum memahami urgensi dan manfaat dari sertifikasi halal. 

Selain itu, tidak adanya konsekuensi nyata bagi pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikasi membuat 

kepatuhan menjadi rendah. Biaya sertifikasi yang dianggap tinggi serta prosedur administratif yang rumit juga 

menjadi hambatan utama, khususnya bagi UMKM dengan sumber daya terbatas. Berdasarkan hasil analisis, dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi halal wajib memiliki potensi besar dalam mendorong daya saing UMKM, 

sepanjang didukung oleh strategi pembinaan yang berkelanjutan, pendampingan teknis yang memadai, digitalisasi 

proses sertifikasi, serta kebijakan afirmatif yang berpihak kepada sektor usaha kecil dan mikro. Dengan demikian, 

sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku UMKM menjadi kunci utama dalam optimalisasi 

implementasi kebijakan ini. 

 

Kata kunci: Akses Pasar, Daya Saing, Kewajiban Sertifikasi, Sertifikasi Halal, UMKM. 
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1. LATAR BELAKANG 

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi 

luar biasa dalam pengembangan industri halal. Berdasarkan laporan Databoks (2022), sekitar 

86,93% dari total populasi yang mencapai kurang lebih 238 juta jiwa merupakan pemeluk 

agama Islam (Mulyana. et.al, 2024). Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu 

pasar yang sangat prospektif bagi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Dalam praktik konsumsi, umat Islam memiliki kewajiban untuk mengonsumsi produk yang 

halal, terutama pada kategori makanan dan minuman (Rochim. et.al., 2024). Hal ini sejalan 

dengan pandangan Al Farisi (2021), yang menyatakan bahwa makanan halal adalah makanan 

yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan 

hukum syariah. 

Peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya konsumsi produk halal telah 

mendorong pertumbuhan signifikan dalam permintaan pasar. Fenomena ini mendorong peran 

aktif pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM 

MUI) dalam memperluas implementasi sertifikasi halal (Aufi, et.al., 2024). Sertifikasi ini tidak 

hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga sebagai strategi 

untuk membangun kredibilitas produk, memperluas segmentasi pasar, dan meningkatkan daya 

jual Mustova et al., (2020). Lebih lanjut, keberadaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa setiap produk yang beredar di pasar 

domestik wajib mengantongi sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen 

Muslim (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). 

Namun demikian, mayoritas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 

Indonesia masih menghadapi hambatan dalam memahami dan menjalankan proses sertifikasi 

halal secara komprehensif. Hal ini merupakan sebuah ironi mengingat UMKM merupakan 

tulang punggung ekonomi nasional. Dalam lanskap globalisasi yang semakin kompetitif dan 

situasi geopolitik yang turut membentuk pola konsumsi masyarakat, UMKM lokal memiliki 

keunggulan strategis karena tidak terafiliasi dengan entitas asing, sehingga tidak terdampak isu 

boikot global (Ramadhani et al., 2022). 

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya hubungan positif antara 

sertifikasi halal dan peningkatan daya saing UMKM. Sebagai contoh, Mustova et al. (2020) 

menekankan bahwa produk dengan label halal cenderung lebih dipercaya oleh konsumen 

Muslim karena dianggap lebih higienis, berkualitas, dan sesuai dengan nilai-nilai religius. 

Namun, masih terdapat kekosongan dalam literatur yang secara eksplisit mengkaji dampak 
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kebijakan sertifikasi halal wajib terhadap daya saing UMKM, khususnya di Jakarta sebagai 

pusat aktivitas ekonomi nasional. 

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara 

menyeluruh kontribusi kebijakan sertifikasi halal wajib terhadap penguatan daya saing UMKM 

di Jakarta. Kajian ini akan difokuskan pada aspek regulatif, kesiapan pelaku usaha, dan 

dinamika pasar sebagai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. 

Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memetakan tantangan serta 

menawarkan rekomendasi strategis guna mendorong akselerasi daya saing UMKM dalam era 

ekonomi halal yang terus berkembang secara global. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sebagai kerangka metodologis 

utama, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif 

mengenai dampak kebijakan sertifikasi halal wajib terhadap daya saing Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM), khususnya di wilayah Jakarta. Pemilihan metode ini merujuk pada 

definisi yang disampaikan oleh Zulfikar dan Mayu (2020), yang menjelaskan bahwa kajian 

literatur merupakan proses sistematis yang mencakup tahapan identifikasi, evaluasi kritis, serta 

integrasi terhadap beragam temuan penelitian dan gagasan konseptual yang relevan. Seluruh 

tahapan tersebut dilakukan secara berulang, tersusun secara sistematis, dan disampaikan secara 

transparan sehingga memungkinkan replikasi dan validasi dalam kerangka ilmiah yang dapat 

dipertanggungjawabkan (Ismail. et.al, 2024). 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis mendalam terhadap berbagai literatur 

yang berkaitan langsung dengan isu sertifikasi halal serta implikasinya terhadap daya saing 

UMKM (Harahap, et.al, 2023). Dalam proses ini, peneliti melakukan kajian kritis terhadap 

publikasi yang diterbitkan oleh individu maupun institusi, dengan penekanan pada sumber-

sumber yang bersumber dari situs resmi dan lembaga yang memiliki otoritas serta kredibilitas 

dalam bidang sertifikasi halal. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal di Indonesia 

Proses sertifikasi halal di Indonesia telah mengalami perkembangan regulatif yang cukup 

kompleks sejak pertama kali diatur oleh Kementerian Agama melalui Peraturan Menteri 

Agama No. 518 dan 519 Tahun 2001. Dalam regulasi awal tersebut, pelaksanaan pemeriksaan 
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kehalalan produk diserahkan kepada LPPOM MUI, sementara aspek administratifnya kini 

berada di bawah wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang tetap 

menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai landasan utama dalam penerbitan 

sertifikasi Sukri (2021). Namun demikian, Sukri mencatat bahwa sistem birokrasi yang 

berjalan hingga saat ini masih menghadapi tantangan yang signifikan, di antaranya adalah pola 

kerja yang terfragmentasi, inkonsistensi dalam implementasi, serta keterbatasan dalam sistem 

digitalisasi, yang secara kolektif melemahkan kepastian hukum atas status kehalalan suatu 

produk (Maulidizen, 2019). 

Tantangan lain yang turut mengemuka adalah rendahnya tingkat pemahaman dan 

partisipasi pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal. Berdasarkan temuan Aprilia et al. 

(2022), banyak pelaku UMKM di Bangka Selatan yang masih menganggap bahwa proses ini 

bersifat rumit dan memerlukan waktu yang lama, apalagi dengan masa berlaku sertifikat yang 

terbatas hanya dua tahun. Sebaliknya, pelaku UMKM yang tergabung dalam binaan Kadin 

Jawa Barat menunjukkan pemahaman yang lebih progresif, menyadari pentingnya sertifikasi 

halal dalam membangun kepercayaan konsumen, khususnya konsumen Muslim yang menjadi 

pangsa pasar utama Nurani et al. (2020). 

Dalam konteks global, Alfarizi (2023) menunjukkan bahwa negara-negara non-Muslim 

seperti Korea Selatan, Brasil, Australia, dan Selandia Baru telah aktif memproduksi produk 

daging bersertifikat halal guna memenuhi permintaan dari konsumen Muslim di seluruh dunia. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya instrumen domestik untuk 

perlindungan konsumen, melainkan juga alat strategis untuk menjangkau pasar global yang 

semakin sadar terhadap isu-isu kehalalan. Nadya et al. (2023) menegaskan bahwa sertifikasi 

halal tidak hanya relevan untuk memenuhi kepatuhan religius, tetapi juga berfungsi sebagai 

indikator kualitas yang mampu memperkuat posisi produk dalam persaingan pasar domestik 

maupun internasional. 

Untuk menjamin integritas proses sertifikasi, LPPOM MUI telah menyusun standar 

teknis yang mengatur mekanisme auditing produk halal (Maulidizen, et.al., 2022). Panduan ini 

mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan bahan baku yang digunakan, sistem produksi 

yang steril dari kontaminasi silang, hingga ketentuan Rumah Potong Hewan (RPH) yang wajib 

memenuhi kaidah penyembelihan syariah Diyah et al. (2022). Kepatuhan terhadap ketentuan-

ketentuan ini menjadi syarat mutlak bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal 

secara sah dan kredibel. 
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Relevansi Sertifikasi Halal terhadap Peningkatan Daya Saing UMKM 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam 

menopang struktur ekonomi nasional. Berdasarkan klasifikasi dari World Bank sebagaimana 

dikutip oleh Aulya (2022), UMKM dikategorikan berdasarkan jumlah tenaga kerja, pendapatan 

tahunan, dan total aset yang dimiliki. Di Indonesia, klasifikasi ini diatur dalam Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2008, yang memberikan penekanan pada aspek kepemilikan dan keterkaitan 

antar badan usaha Hidayat et al. (2022). 

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 

terdapat sekitar 8,71 juta unit UMKM aktif, namun hanya 297.308 produk yang telah 

memperoleh sertifikat halal berdasarkan laporan LPPOM MUI. Hal ini berarti bahwa proporsi 

produk UMKM yang tersertifikasi halal masih berada di angka yang sangat rendah, yakni 

kurang dari 0,035 persen. Ketimpangan ini menjadi ironi mengingat Indonesia adalah negara 

dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sekaligus pasar potensial untuk produk halal. 

Penelitian oleh Syaifudin dan Fahma (2022) menunjukkan bahwa pencantuman label 

halal dapat meningkatkan persepsi positif terhadap kualitas produk dan memperkuat 

kepercayaan konsumen. Label halal tidak hanya berfungsi sebagai simbol kepatuhan terhadap 

nilai-nilai agama, tetapi juga sebagai alat pemasaran yang efektif dalam meningkatkan daya 

saing bisnis. Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM belum memaksimalkan peluang 

ini, karena masih memandang sertifikasi halal sebagai beban administratif belaka yang 

berkaitan dengan kewajiban religius, bukan sebagai instrumen strategis untuk memperluas 

pasar dan meningkatkan pendapatan (Chaerunisa, et.al., 2024). 

Oleh karena itu, intervensi pemerintah dan dukungan dari institusi terkait menjadi hal 

yang krusial. Ramadhani et al. (2022) menekankan pentingnya peran aktif negara dalam 

menyediakan pendampingan yang inklusif dan berkelanjutan terhadap UMKM dalam proses 

sertifikasi halal. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap 

sertifikasi, tetapi juga untuk membangun kesadaran akan manfaat jangka panjang yang dapat 

diperoleh dari legalitas dan legitimasi produk halal di tengah dinamika pasar global yang 

semakin kompetitif dan sadar akan aspek etika konsumen. 

Keterbatasan Studi 

Meskipun penelitian ini memberikan pemahaman konseptual yang mendalam mengenai 

keterkaitan antara sertifikasi halal dan daya saing UMKM, terdapat beberapa keterbatasan yang 

perlu diakui. Pertama, pendekatan literatur yang digunakan tidak memungkinkan eksplorasi 

langsung terhadap pengalaman empirik para pelaku UMKM, sehingga beberapa aspek 

kontekstual mungkin tidak tergambarkan secara utuh. Kedua, keterbatasan ketersediaan data 



 
 
 

Sertifikasi Halal Mempengaruhi Peningkatan  
Daya Saing UMKM di Jakarta 

616        JUTITI - VOLUME 5, NOMOR, 2 AGUSTUS 2025  
 

 

terkini dari instansi resmi membatasi kedalaman analisis kuantitatif. Ketiga, ruang lingkup 

penelitian yang terbatas pada wilayah Jakarta belum mencerminkan variasi kondisi sosial-

ekonomi dan kapasitas kelembagaan UMKM di wilayah lain di Indonesia, yang mungkin 

menghadirkan dinamika dan tantangan yang berbeda. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil kajian memperlihatkan bahwa sertifikasi halal tidak semata-mata merupakan 

kewajiban yang bersifat religius, melainkan juga berfungsi sebagai alat strategis dalam 

membangun kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, serta menambah nilai dan 

memperkuat citra produk UMKM di mata publik. Kendati demikian, proses implementasinya 

masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain minimnya pemahaman pelaku usaha 

terhadap prosedur sertifikasi, terbatasnya akses informasi, kompleksitas birokrasi yang masih 

dirasa menyulitkan, serta tidak adanya aksi nyata dari pemerintahan terkait UMKM yang tidak 

memiliki sertifikat halal dalam produknya. 

Hasil temuan ini menegaskan urgensi peran aktif pemerintah beserta institusi terkait 

dalam menyediakan program pembinaan dan sosialisasi yang lebih terarah dan menyeluruh, 

guna mendorong partisipasi UMKM dalam skema sertifikasi halal secara optimal. Lebih jauh, 

kolaborasi antara kalangan akademik dan masyarakat sipil juga menjadi elemen penting dalam 

menciptakan ekosistem halal yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. 

Sebagai langkah lanjutan, studi ini merekomendasikan dilakukannya penelitian empiris 

dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara langsung di lapangan untuk menangkap 

dinamika nyata yang dihadapi pelaku UMKM dalam menjalani proses sertifikasi halal. Selain 

itu, perluasan cakupan wilayah penelitian di luar Jakarta juga diusulkan agar hasil yang 

diperoleh mencerminkan keragaman kondisi sosial-ekonomi UMKM secara nasional. 
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